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SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB

KETUA: SUHARTOYO [00:45]

Kita buka persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 112 Tahun 2025 dibuka dan
persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang, assalamualaikum wr. wb, salam
sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [01:10]

Baik, Majelis. Baik, terima kasih atas kesempatannya.

Hari ini Para Pemohon yang hadir, yaitu Kuasa Hukum Advokat,
saya sendiri, Mulya Sarmono. Di sini ada Pak Ahmad Marthin Hadiwinata.
Kemudian, ada Pak Rony Saputra. Kemudian, ada Pak Judianto
Simanjuntak. Untuk kuasa non-advokat, di sini ada Salsabila Khairunisa
dan Pak Diky Anandya, Majelis.

Terima kasih.

KETUA: SUHARTOYO [01:38]

Baik.
Dari DPR tidak hadir.
Kemudian, dari Kuasa Presiden, silakan!

PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Menyampaikan Kuasa Presiden.
Pertama dari Kemenko Perkenomian, saya sendiri, Elen Setiadi (Deputi
Bidang Koordinasi ESDM). Kemudian, Pak Ktut (Kepala Biro Hukum dan
Organisasi). Kemudian, dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan
Pertanian Nasional, kami laporkan hadir Ibu Tensa Nurdiyani (Sesdirjen
Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan). Yang kedua,
Nugraha (Kepala Biro Hukum) dan tim.

Kemudian, dari Kementerian Pertanian, kami laporkan ada Pak
John Indra Gunawan (Perancang Peraturan Alih Madya). Dan dari
Kementerian Hukum, hadir Bu Kanti (PLT Direktur Litigasi dan Mitigasi
Peraturan Perundang-Undangan). Yang kedua, May Lim Charity
(Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa Bidang Politik, Keamanan,
Perekonomian) dan tim. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.



10.

11.

KETUA: SUHARTOYO [02:33]

Baik.

Persidangan pada siang atau hari pagi hari ini seharusnya untuk
mendengar keterangan DPR dan Ahli dari Pemohon. Karena DPR tidak
hadir, kemudian dari Pemohon ada surat permintaan atau permohonan
untuk penundaan persidangan karena ahlinya belum siap. Apakah seperti
itu? Betul, Kuasa Hukum dari Pemohon? Karena ini dari Pak Mulya
Sarmono yang berkirim surat, salah satu kuasa hukumnya. Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [03:11]

Baik. Betul, Majelis. Namun, untuk agenda selanjutnya, kami
memohon untuk pemeriksaan saksi terlebih dahulu, Maijelis. Karena
kemungkinan ahli masih belum bisa karena masih ada syarat
administratif dan jadwal juga yang belum klir di antara ahli. Jadi, kami
memohon pada Majelis agar agenda selanjutnya pemeriksaan saksi dari
Pemohon. Terima kasih, Majelis.

KETUA: SUHARTOYO [03:37]

Kan masih lama, Pak, untuk penundaannya. Kok, tahu kalau
ahlinya berhalangan?

KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [03:45]

Ya, Majelis. Karena ... apa ... tadi, tadi pagi salah satu ahli juga
mengabari, ternyata punya jadwal untuk minggu depan, Majelis. Jadi (...)

KETUA: SUHARTOYO [03:59]

Minggu depan? Ya, kami sesuaikan minggu depan. Hari Kamis,
ya? Supaya ahli Bapak bisa.

KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [04:09]

Minggu depan, Majelis, ahli kami ada agenda juga, jadi ada
agenda selain yang lain juga belum bisa. Jadi, kami mohon agar
pemeriksaan saksi terlebih dahulu, Majelis, yang kami bisa pastikan.

KETUA: SUHARTOYO [04:25]
Kalau tidak bisa, ahlinya secara tertulis saja, Pak. Kami beri

kesempatan minggu depan. Setidak-tidaknya kalau ahlinya belum bisa
semua, salah satu plus saksi Bapak, supaya persidangan efektif. Karena



ini hari ini kan sudah penundaan untuk ... seharusnya untuk Pemohon
ini. Ya?

12, KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [05:17]
Baik, Majelis, kami usahakan (...)
13. KETUA: SUHARTOYO [05:18]

Tadi kan, Bapak ... ya, salah satu ahli atau plus saksi. Keterangan
dan CV-nya supaya diserahkan pada paling lambat dua hari kerja
sebelum persidangan dilaksanakan. Kalau dari kampus ahlinya supaya
ada keterangan izin dari atasannya. Dan kemudian jika akan mengajukan
ahli, kalau kondisinya masih melalui Zoom atau online seperti hari ini,
dipersiapkan perangkat sumpah dan juru sumpahnya. Gitu ya, Pak
Mulya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [05:24]

Baik, Majelis, kami usahakan minggu depan saksi dan ahli,
Majelis. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [05:26]

Ya, baik. Itu dari Kuasa Presiden, mohon dapat di ... apa ...
dipahami bahwa hari ini persidangan belum dapat dilaksanakan karena
beberapa hal tadi. Termasuk kami dari Majelis Hakim akan memanggil
DPR lagi untuk memberikan keterangannya.

Baik. Terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.40 WIB
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